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RINGKASAN

Prosedur Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan atau Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Bondowoso; Halimatus

Annisa, 140903101047; 2017; 48 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dengan adanya pembenahan dalam system tatanan birokrasi Indonesia, maka

pemerintah semakin memperbaiki segala aspek yang mampu menunjang jalannya

pemerintahan, tak terkecuali aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi ini pemerintah

sangat memfokuskan pada pendapatan Negara dan daerah dari sector pajak. Sektor

pajak daerah sangat berperan penting dalam menunjang pembangunan daerah. Pajak

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang

sangat produktif dalam membantu pendapatan daerah.

Dalam proses administrasinya, seseorang yang telah melakukan pemindahan

hak atas tanah dan atau bangunan maka akan dikenakan Pajak BPHTB. Apabila telah

dikenai BPHTB, maka seseorang wajib melakukan pembayaran pada bank

menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dan melaporkannya pada

pelayanan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Bondowoso. Pelayanan akan

melakukan penelitian terkait SSPD BPHTB yang diserahkan beserta dokumen

pendukungnya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yang pertama wajib pajak

selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk

penelitian SSPD BPHTB, kedua wajib pajak kemudian menyerahkan Formulir

Permohonan Penelitian SSPD BPHTB dan dokumen pendukung kepada fungsi

pelayanan, ketiga fungsi pelayanan memeriksa kebenaran data yang tercantum dalam

SSPD BPHTB dan dokumen pendukung SSPD BPHTB, keempat fungsi pelayanan

menyerahkan SSPD BPHTB lembar 1,2,3 kepada wajib pajak dan lembar 4 sebagai

arsip di pelayanan, kelima wajib pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1,2,3 dari

fungsi pelayanan.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1   Latar Belakang

Beberapa tahun belakangan ini pemerintah Indonesia mulai melakukan

pembenahan pada sistem tatanan birokrasinya. Satu persatu pergantian kabinet

dilakukan hingga penerbitan peraturan – peraturan baru untuk menyempurnakan

jalannnya pemerintahan. Aspek ekonomi juga tidak luput dari perhatian pemerintah.

Aspek ekonomi pemerintah sangat menitikberatkan pada aspek pendapatan negara.

Terdapat dua bidang yang mampu meningkatkan pendapatan negara yaitu melalui

sektor pajak dan sektor non pajak. Dalam hal ini pemerintah sangat menggenjot

peningkatan pendapatan melalui sektor pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 1

Ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak berperan sangat penting dalam

pembangunan bangsa.

Menurut konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut

pemerintah daerah (misal: Propinsi, Kabupaten, Kota) yang diatur berdasarkan

peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk

pembiayaan rumah tangga daerah (Prakosa, 2005:1). Pajak daerah sangat berperan

penting dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan masuk

dalam Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD), sehingga masyarakat daerah

harus memiliki kesadaran yang sangat besar dalam membayar pajak.

Sejak tanggal 1 Januari 2011, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB)

resmi menjadi pajak kabupaten atau kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Adapun
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beberapa alasan yang menyebabkan kedua pajak tersebut beralih dari pusat ke daerah

diantaranya yang pertama karena prinsip desentralisasi fiskal dan otonomi daerah

“money follow function”, sedangkan alasan yang kedua karena karakteristik PBB-P2

dan BPHTB memenuhi syarat sebagai pajak daerah. Setelah ditetapkan sebagai pajak

daerah maka seluruh penerimaan BPHTB menjadi Pendapatan Asli Daerah

(PAD),sehingga daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas pemungutan BPHTB.

Sebelum dialihkan menjadi pajak daerah maka seluruh kebijakan terkait

BPHTB ditetapkan oleh pusat. Daerah tidak memiliki tanggungjawab atas

optimalisasi pemungutan BPHTB. Seluruh penerimaan BPHTB dibagihasilkan

kepada daerah dengan komposisi 80% bagian daerah, terbagi atas 16% untuk provinsi

dan 64% untuk kabupaten / kota yang menghasilkan. Lalu sisa 20% untuk bagian

pusat, yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten / kota. BPHTB yang

dibagihasilkan kepada daerah tidak termasuk dalam komponen PAD.

Badan Pendapatan Daerah (BPD), merupakan instansi daerah yang

berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bondowoso di bidang

pendapatan. Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 12 Tahun 2013 tugas

dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso adalah melaksanakan urusan

pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Badan Pendapatan

Daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak daearah yang meliputi: Pajak

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak

Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, PBB Pedesaan dan

Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Banguna (BPHTB),

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

Kabupaten Bondowoso adalah salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur

yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Dikenal dengan sebutan daerah Tapal

Kuda, Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560,10 Km2. Kabupaten

Bondowoso memilki suhu udara yang cukup sejuk karena dikelilingi beberapa

pegunungan. Kabupaten yang terkenal dengan tape manisnya ini terbagi menjadi tiga
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wilayah: wilayah barat merupakan pegunungan (bagian dari Pegunungan Iyang),

bagian tengah berupa dataran tinggi dan bergelombang, sedangkan bagian timur

berupa pegunungan (bagian dari Dataran Tinggi Ijen). Letak Kabupaten Bondowoso

tidak berada pada daerah yang strategis. Meskipun berada di tengah, namun

Kabupaten Bondowoso tidak dilalui jalan Negara yang menghubungkan antar

propinsi. Bondowoso juga tidak memiliki lautan, hal ini yang menyebabkan

Bondowoso sulit berkembang dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Jawa

Timur.

Sebagai kabupaten yang sempat tertinggal dari kota-kota disekitarnya, saat ini

Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah fokus mengembangkan ekonomi kerakyatan

sebagai upaya keluar dari status daerah tertinggal. Pemerintah menggali sumber-

sumber ekonomi yang mampu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan dari

target yang ditetapkan. Adapun rincian pendapatan yang berasal dari sector pajak

daerah Kabupaten Bondowoso sebagaimana tersaji dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada Kabupaten Bondowoso Tahun

Anggaran 2016

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, 2016

Berdasarkan data yang adapada tabel 1.1 membuktikan bahwa jumlah

realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso telah

melebihi target yang ditetapkanya itu dari total target Rp. 22.359.750.000

terealisasisebesarRp. 24.846.209.005. Menilik secara lebih dalam penerimaan Pajak

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) menyumbang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar. Adapun penerimaan pajak Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) selama tahun berjalan 2016

tersaji dalam tabel 1.2 sebagai berikut:

Target
Penerimaan(Rp)

Realisasi (Rp)

22.359.750.000 24.846.209.005
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Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau

Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2016

Rencana

Penerimaan/Baku (Rp)

Penerimaan

(Rp)

% Terhadap

Baku

1.900.000.000 2.661.455.928 129,9

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, 2016

Dari data yang ada pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah rencana

penerimaan pendapatan dari BPHTB 2016 sebesar Rp.1.900.000.000, hal ini

disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Bondowoso dan

menunjukkan pula bahwa pemerintah bondowoso masih serius untukmengupayakan

pengoptimalan terhadap penerimaan pajak khususnya BPHTB. Dari hasil yang

diperoleh selama tahun 2016, total penerimaan pajak BPHTBcukup memuaskan,

terbukti tabel diatas penerimaan BPHTB Tahun 2016sebesar Rp.2.661.455.928.Hal

ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak khusus BPHTB telah melebihi target yang

ditetapkan.

Penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso dikarenakan Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bondowoso berwenang untuk mengelola Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah khususnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Banguanan (BPHTB).

Pajak BPHTB merupakan pajak yang produktif untuk menambah Pendapatan Asli

Daerah (PAD) jika dapat dioptimalkan sosialisasi dan pelayanannya

Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso melakukan pengoptimalan

pendapatan dalam bidang BPHTB dengan rutin menjalankan agenda sosialisasi tiap

tahun pada tiap kecamatan guna meningkatan kesadaran wajib pajak. Setiap wajib

pajak yang akan melakukan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau

Banguna harus menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan atau Bangunan (SSPD-BPHTB). Setelah itu SSPD-BPHTB

dilaporkanpada bagian Pelayanan BPHTB Badan Pendapatan Daerah (BPD)
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Bondowoso dengan melampirkan dokumen persyaratan yang tertera dalam Formulir

Penelitan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.

Dalam pelaporan SSPD-BPHTB masih sering ditemukan kekeliruan data yang

tercantum dalam SSPD-BPHTB, mulai dari luas tanah dan bangunan yang tidak

sesuai dengan SPPT dan sertifikat tanah, dan kesalahan-kesalahan lainnya.SSPD-

BPHTB ini berguna untuk memvalidkan data yang tertera dalam SSPD-BPHTB

dengan dokumen pendukung seperti Akta Tanah, Sertifikat, dan lainnya,sehingga

tidak lagi terjadi ketidak validan data antara SSPD-BPHTB dengan dokumen terkait.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat

permasalahan diatas sebagai laporan tugas akhir dengan judul “Prosedur Penelitian

Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau

Bangunan (Pada Badan Pendapatan Daerah Bondowoso)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan

masalah yang dikemuakan adalah bagaimana Prosedur Penelitian Surat Setoran Pajak

Daerah Bea PerolehanHakAtas Tanah dan atau Bangunan (SSPD-BPHTB) Pada

Badan Pendapatan Daerah Bondowoso?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

a. Mengetahui Prosedur Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB Pada

Badan Pendapatan Daerah Bondowoso secara teori maupun praktek langsung.

b. Mengetahui tarif pajak dan cara perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan atau Bangunan.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

a. Bagi Mahasiswa
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1) Mengetahui Prosedur Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB Pada

Badan Pendapatan Daerah Bondowoso.

2) Memperdalam informasi dan pengetahuan dalam bidang perpajakan seiring

dengan adanya undang – undang perpajakan yang sewaktu – waktu dapat

berubah.

b.Bagi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

1)  Dengan disusunnya Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) nantinya dapat

diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan dapat memberikan informasi

timbal balik bagi mahasiswa dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bondowoso.

2) Sebagai sarana menghubungkan antar lembaga pendidikan dengan

instansi terkait dalam penyediaan lapangan kerja.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar-Dasar Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi)yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo,

2011:1)

Adapun pengertian pajak menurut Prof.Dr.P.J.A. Adriani adalah aiuran

kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya

menurut peraturan-peraturan, dengan tidak dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara

untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Darwin, 2016:2)

Sedangkan berdasarkan Undang - Undang Ketentuan Umum Perpajakan

(KUP) Pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

a. Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang

(bukan barang).

b. Berdasrkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan

pelaksanaannya.
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c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat,

walaupun manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung. Namun secara umum

pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu:

a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya. (Mardiasmo, 2011:1)

b. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah

dalam bidang social dan ekonomi. (Mardiasmo, 2011:2)

Contoh:

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi

konsumsi minuman keras.

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk

mengurangi gaya hidup konsumtif.

c. Tari pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk

Indonesia dipasaran dunia

2.1.3 Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi

pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Tori-teori tersebut antara lain:

1. Teori Asuransi

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


9

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh

karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi

asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya

perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang

terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar

sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

4. Teori bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan

negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari

bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut

pajak brarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga

Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam

bentuk pemeliharaankesjahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan

seluruh masyarakat diutamakan.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) merupakan pajak

daerah yang sifatnya objektif, karena berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan

keadaan wajib pajaknya. Bagaimanapun kondisi wajib pajak apabila terjadi perolehan

hak atas tanah dan atau bangunan maka akan dikenakan pajak BPHTB dengan tarif

yang telah ditetapkan. BPHTB termasuk dalam golongan pajak langsung, karena

BPHTB harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam Mardiasmo

(2011,5) pengelompokan pajak terbagi atas beberapa bagian , diantaranya adalah:
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1. Menurut Golongan

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan

tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau

dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasrkan pada subjeknya,

dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contoh: Pajak Pengahsilan

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3. Menurut Lembaga Pemungutannya.

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas

Barang Mewah dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga daerah.Pajak daerah terdiri atas:

1. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahn Bakar

Kendaraan Bermotor.

2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Indonesia menganut tiga jenis asas pajak yang dijadikan sebagai acuan dalam

menjalankan aturan pelaksanaan perpajakan. Dalam Mardiasmo (2011:7) asas yang

dianut oleh Indonesia adalah:
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a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh pengahsilan Wajib Pajak yang

bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam

maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas pengahasilan yang bersumber di

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan Pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Adapun system pemungutan pajak yang diterapkan pada Badan Pendapatan

Daerah Bondowoso khusus Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

(BPHTB) adalah self assesment system. Jadi setiap wajib pajak berhak menghitung

sendiri pajak yang terutang sesuai dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).

Dalam Mardiasmo (2011:7) terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang diterapkan

di Indonesia yaitu;

1. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah

(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

b. Wajib Pajak bersifat pasif.

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib

Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya:
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a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak

sendiri.

b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri

pajak yang terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak

ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk

menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.7 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan ketetapan yang menjadi dasar berapa besar pajak yang

harus di bayarkan pada negara. Menurut Mardiasmo (2011:9) terdapat empat macam

tarif pajak, yaitu:

1. Tarif Sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya

nilai yang dikenai pajak.

Contoh: untuk pembayaran Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan

dikenakan Pajak Prtambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: besarnya tarif  Bea Materai untuk cek dan bilyet dengan nilai nominal

berapapun adalah Rp. 3.000,00.

3. Tarif Progresif
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Persentase tarif yang digunakan semakin beasr bila jumlah yang dikenai pajak

semakin besar.

Contoh: pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang

pribadi dalam negeri

Lapisan Pengahsilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp.50.000.000,00 5%

Di atas Rp.50.000.000,00 s.d. 250.000.000,,00 15%

Di atas Rp.250.000.000,00 s.d. 500.000.000,00 25%

Di atas Rp.500.000.000,00 30%

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunkan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak

semakin besar.

2.2 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang–Undang RepubIik Indonesia No. 34 Tahun 2000

perubahan Undang–Undang RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah dan perubahan terakhir Undang – Undang No. 28 Tahun 2009

menjelaskan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi

wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya

kemakmuran rakyat.

Definisi pajak daerah secara umum dalam (Darwin, 2016:99) adalah pajak

yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah

untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hokum publik.

Sedangkan definisi pajak daerah dalam (Prakosa, 2005:1) adalah pajak – pajak

yang dipungut pemerintah daerah (missal: Propinsi, Kabupaten, Kota) yang diatur
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berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan

untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Kriteria pajak daerah tidak jauh bereda dengan pajak pusat, yang

membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak pusat yang memungut

Pemerintah Pusat, sedangkan pajak daerah yang memungut adalah Pemerintah

Daerah. (Prakosa, 2005,2)

2.2.2 Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah berdasarkan Undang – Undang No.28 Tahun 2009 tentang

pajak daerah dan retribusi daerah

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

1) Pajak Kendaraan Bermotor.

2) Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

4) Pajak Air Permukaan, dan

5) Pajak Rokok.

b. Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas:

1) Pajak Hotel.

2) Pajak Restoran.

3) Pajak Hiburan.

4) Pajak Reklame.

5) Pajak Penerangan Jalan.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

7) Pajak Parkir.

8) Pajak Air Tanah.

9) Pajak Sarang Burung Walet.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan.
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Berdasarkan jenis pajak kabupaten/kota yang tertera diatas, Kabupaten

Bondowoso tidak memungut Pajak Sarang Burung Walet. Hal ini tercantum dalam

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 BAB II bagian kesatu Pasal 2

tentang jenis pajak.

2.2.3 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak

Tata cara pembayaran penagihan pajak berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 bagian ketiga Pasal 85 dan Pasal 86

adalah sebagai berikut

Tatacara pembayaran:

1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak

yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terhutangnya

pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh

wajib pajak.

2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,

Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah

pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan

harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal

diterbitkan.

3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang

ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk

mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar

2% (dua perseratus) sebulan

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat

pembayaran, angsuran, dan pe5nundaan pembayaran pajak diatur dengan

Peraturan Bupati.

Tatacara Penagihan:

1) Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD,

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
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Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat

ditagih dengan surat paksa.

2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksankan berdasarkan peraturan

perundang – undangan.

2.3 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB)

2.3.1 Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB)

Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso No. 57 Tahun 2010 Bab I Pasal 1

Nomor 27 – 29 pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

(BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sedangkan

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum

yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunanoleh orang

pribadi atau badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah,

termasuk hakpengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

2.3.2 Prosedur Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan atau Bangunan (SSPD BPHTB)

Prosedur Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan atau Bangunan (SSPD BPHTB) menurut Peraturan Bupati Bondowoso

Nomor 57 Tahun 2010 BAB II pasal 2 ayat 5 adalah prosedur verifikasi yang

dilakukan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi atas kebenaran dan

kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya. Sedangkan

berdsarkanPeraturan Bupati BondowosoNomor 57 Tahun 2010 Lampiran III prosedur

penelitian SSPD BPHTB adalah proses verifikasi kelengkapan dokumen dan

kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah

BPHTB.

Setelah melakukan pembayaran BPHTB wajib pajak menyerahkan Surat

Setoran Pajak Daerah (SSPD-BPHTB) ke pelayanan BPHTB. Berkas yang telah
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diserahkan ke pelayanan BPHTB diteliti kembali dengan mencocokkan data yang

tertera pada Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau

Bangunan (SSPD BPHTB)  dengan dokumen pendukung yang dilampirkan saat

pelaporan SSPD BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Bondowoso. Jika semua

kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka fungsi pelayanan akan

menandatangani Formulir Permohonan Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah

BPHTB.

2.3.3 Saat Berlakunya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan Menjadi

Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau  Bangunan (BPHTB) sepenuhnya

dialihkan ke kabupaten/kota mulai tanggal 1 Januari 2011, sehingga Undang –

undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB sttd Undang-undang No. 20 tahun

2000 (UU BPHTB) tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya

Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dengan demikian per

tanggal 1 Januari 2011 Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) tidak lagi

melayani pengelolaan pelayan BPHTB, sehingga wajib pajak yang akan melaporkan

pembayaran BPHTB sehubungan dengan proses transaksi properti yang dilakukannya

akan langsung ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. Dengan

pengalihan ini diharapkan BPHTB akan menjadi salah satu sumber PAD yang cukup

potensial bagi daerah tertentu, dibandingkan dari keseluruhan penerimaan pajak –

pajak daerah.

2.3.4 Dasar Hukum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

Dasar Hukum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah

sebagai berikut:

a. Undang – Undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.
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b. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Bagian Kesebelas Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan atau Bangunan Pasal 71-80.

c. Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 57 Tahun 2010 tentang Sistem

dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

Kabupaten Bondowoso.

2.3.5 Wajib, Subjek, dan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menjadi wajib

pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah orang pribadi atau

badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek pajak Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan  adalah orang pribadi atau badan yang

memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Objek pajak Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan atau Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Perolehan hak atas tanah tanah dan atau bangunan meliputi sebagai berikut:

a. Pemindahan hak karena;

1. Jual beli.

2. Tukar menukar.

3. Hibah.

4. Hibah wasiat.

5. Waris.

6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain.

7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan.

8. Penunjukan pembeli dalam lelang.

9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

10. Penggabungan usaha.

11. Peleburan usaha.

12. Pemekaran usaha, atau

13. Hadiah.
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b. Pemberian hak baru, karena:

1. Kelanjutan pelepasan hak, atau

2. Di luar pelepasan hak.

Hak atas tanah dan bangunan, terdiri dari:

1) Hak milik, turun-temurun, terkuat, dan terpengaruh yang dapat dimiliki orang

pribadi atau badan – badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah;

2) hak guna usaha, hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh

Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-

undangan yang berlaku;

3) hak guna bangunan, hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-banguan

atas tanah yang bukan miliknya sendiri yang bukan miliknya dengan jangka

waktu yang ditetapkan dalam undang-undang;

4) hak pakai, hak untuk menggunakan dan atau dikuasai langsung oleh Negara atau

tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan

dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya

atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian dengan

pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian

pengelolaan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan  jiwa dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5) hak milik atas satuan rumah susun, hak milik atas satuan yang bersifat

perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak

atas satuan bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan

yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan;

6) hak pengelolaan, hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya

sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan

peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan

pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut dari pihak

ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
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2.3.6 Bukan Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

Pada BPHTB

Pada BPHTB tidak semua perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan

pajak. Objek yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh oleh

orang pribadi atau badan tertentu. Menurut Siti Resmi (2015:264) objek pajak yang

tidak dikenai BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:

a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan

pembangunan guna kepentingan umum;

c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan

mentri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;

d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain

dengan tidak adanya perubahan nama;

e. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan

f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

2.3.7 Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau

Bangunan

Tarif Pajak BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dan

ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini

dimaksudkan untuk memberikan keluasan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk

mendapatkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing

daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah diberi kewenangan untuk

menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten

lainnya, asalkan tidak lebih dari lima persen.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 pasal

75 tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan ditetapkan sebesar 5%

(lima persen). Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan yang
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terhutangan dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak

setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dengan

formulasi sebagai berikut:

;

Keterangan:

BPHTB = Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

NPOP = Nilai Perolehan Objek Pajak

NPOPTKP = Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

2.3.8 Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang

diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten. Adapun dasar pengenaan pajak BPHTB

Kabupaten Bondowoso diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor

15 Tahun 2010 Pasal 74, yaitu:

a. Jual beli adalah harga transaksi;

b. tukar menukar adalah nilai pasar;

c. hibah adalah nilai pasar;

d. hibah wasiat adalah niali pasar;

e. waris adalah nilai pasar;

f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;

h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan

hukum tetap adalah nilai pasar;

i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai

pasar;

j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;

k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;

l. peleburan usaha adalah nilai pasar;

BPHTB = 5% x (NPOP – NPOPTKP)
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m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;

n. hadiah adalah nilai pasar;

o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam

risalah lelang.

Jika Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a sampai dengan n tidak diketahui atau lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak

(NJOP) yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

perkotaan (PBB P2) pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) yang dipakai adalah NJOP PBB.

2.3.9 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

NPOPTKP adalah suatu besaran tertentu dari NPOP yang tidak dikenakan

pajak. Apabila NPOP menjadi dasar pengenaan pajak suatu objek BPHTB kurang

dari NPOPTKP yang ditetapkan maka atas objek pajak tersebut tidak ada BPHTB

yang harus dibayar atau tidak terhutang BPHTB. Sementara apabila NPOP besarnya

lebih dari NPOPTKP yang ditetapkan maka besarnya pajak terhutang dihitung dari

selisih antara NPOP dan NPOPTKP (Marihot Pahala Siahan, 2010:591)

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) diberikan untuk

setiap perolehan hak sebagai pengurang penghitungan BPHTB terutang.

a. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah ditetapkan

sebesar Rp. 60.000.000,00 untuk setiap wajib pajak (Peraturan Daerah Nomor 15

Tahun 2010);

b. dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima oleh orang

pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan

lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah

wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

(NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (Pearturan Daerah Nomor 15

Tahun 2010);
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c. jika Nilai Perolehan Pajak kurang dari Nilai Perolehan Objek Pajak tidak Kena

Pajak (NPOPTKP), maka nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak adalah nihil.

2.3.10 Saat Terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 77

mengatur tentang saat terutang pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan dengan ditetapkan untuk:

a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

e. waris adalah sejak yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor

Pertanhan ;

f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal

dibuat dan ditandatanganinya akta;

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan

ditandatanganinya akta;

h. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, yaitu tanggal

ditandatanganinya Risalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara atau kantor

lelang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

memuat antara lain nama pemenang lelang;

i. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap;

j. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak

tanggal ditandatanganinya dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

k. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatanganinya

dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

l. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

m. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
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n. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

o. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak dengan

menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek KerjaNyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan

oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan untuk menyusun laporan

PKN atau magang bila sudah menyelesaikan minimal 100 SKS, guna memenuhi

tugas akhir serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli

Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-

ilmu dan teori yang diperoleh mahasiswa selama bangku perkuliahan dalam dunia

kerja di lingkungan perusahaan, terutama dalam bidang perpajakan. Pelaksanaan

Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di perusahaan milik Negara maupun

perusahaan  milik swasta, dengan syarat adanya persetujuan dari instansi

yangbersangkutan.

Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis mempunyai beberapa

tahap- tahap yang harus dilalui sebelum melaksanakan PKN yaitu:

1. Mahasiswa mendapat pembekalan dari Fakultas mengenai persyaratan yang

harus dipenuhi dalam Praktek Kerja Nyata. Mahasiswa yang memenuhi

persyaratan Praktek Kerja Nyata diberikan kesempatan untuk memilih sendiri

tempat PKN seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) dan lain-lain yang berkaitan denganperpajakan;

2. Menanyakan pada instansi terkait, apakah ada kesempatan untuk

melaksanakan Praktek Kerja Nyata sekaligus menanyakan persyaratan yang

harusdipenuhi;

3. Mahasiswa membuat proposal pengajuan PKN pada fakultas. Setelah

disetujui, pihak fakultas membuat surat pengantar untuk diberikan pada

instansi;

4. Mahasiswa datang ke instansi untuk menyerakan surat pengantar dari

fakultas. Surat tersebut diperuntukan kepada Kepala instansi tersebut, di

serahkan kepada sekertaris instansi bahwa mahasiswa akan melakukan PKN
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di instansi tersebut;

5. Mahasiswa menerima surat balasan yaitu surat permohonan tempat PKN dari

instansi yang kemudian diserahkan kepada pihak fakultas untuk diproses

menjadi surat tugas oleh pihak fakultas;

6. Fakultas memberikan surat tugas yang berisi nama-nama mahasiswa yang

melaksanakan PKN, serta tanggal pelaksanaan PKN yang sudah

ditandatangani oleh Dekan Fakultas. Surat tugas tersebut terdiri dari surat

tugas untuk dosen supervisi dan  surat tugas untuk melaksanakan PKN  pada

instansi yang dituju;

7. Mahasiswa mulai melakukan kegiatan PKN pada instansi yangdituju.

3.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Tempat Prektek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bondowoso yang beralamat di Jalan Khairil Anwar No.297 Bondowoso dan di

tempatkan pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB

P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB), lebih

tepatnya pada Pelayanan BPHTB.

3.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek KerjaNyata

Jadwal pelaksanaan PKN sesuai dengan surat tugas yaitu dimulai dari

Tanggal 06 Maret 2017 sampai dengan 06 April 2017. Adapun kegiatan Praktek

Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bondowoso yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari Jam Kerja (WIB)

Jam pagi Istirahat Jam siang

Senin - Kamis 07.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00

Jum’at 07.00 – 11.00 - -

Sabtu dan Minggu Libur

Sumber : BadanPendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso 2017.
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3.2.3 Kegiatan Selama Praktek KerjaNyata

Kegiatan rutin yang dilakukan selama PKN pada Badan Pendapatan

Kabupaten Bondowoso adalah apel pagi dan apel sore setiap hari. Adapun rincian

kegiatan selama penulis berada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bondowoso.

Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Waktu
Pelaksanaan

Kegiatan Hasil Kegiatan

(1) (2) (3)
06 Maret

2017
1. Menemui Bapak Heru selaku

Sekretaris Badan Pendapatan
Bondowoso di Ruang
Kesektariatan agar di arahkan
ke bidang yang telah
ditentukan. Penulis  di
tempatkan pada bidang PBB
P2 dan BPHTB khususnya
Pelayanan BPHTB .

2. Menemui Kepala Bidang
Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yaitu Pak Edi dan
Kepala Bidang PBB P2 dan
BPHTB yaitu Pak Kusno
untuk mendapatkan
penjelasan.

3. Perkenalan dengan karyawan.
4. Menginput data register

BPHTB 2017.

1. Penulis dapat mengenal
lingkungan kerja pada Badan
Pendapatan Bondowoso

2. Berkenalan dengan Kepala
Bidang PAD dan PBB P2 dan
BPHTB, serta pegawai khusus
di bidang PBB P2 dan BPHTB.
Pak Kusno selaku Kepala
Bidang PBB P2 dan BPHTB
dan Bu Erika selaku Kepala
Seksi Intensifikasi dan
Ektensifikasi BPHTB, serta
Mbak Anis selaku pelayanan
BPHTB

3. Mengetahui sistem kerja di
bidang
Pelayanan BPHTB

07 Maret
2017

1. Merekapitulasi data BPHTB
per bulan.

2. Mempelajari jenis kode dalam
BPHTB.

3. Mempelajari tatacara
penelitian SSPD BPHTB.

4. Mengecek kelengkapan berkas
yang akan diteliti untuk
selanjutnya dilakukan validasi.

1. Mengetahui siste, kerja di
Bidang Pelayanan BPHTB

2. Mendapat arahan seputar
BPHTB dari Mbak Anis selaku
bidang pelayanan BPHTB.

3. Dapat memahami prosedur yang
dilakukan saat melakukan
verifikasi berkas yang diajukan
wajib pajak untuk di teliti
kebenarandata

4. Dapat memahami  permasalahan
yang di hadapi saat
memverifikasi data. Seperti
permasalahan jual-beli, hibah,
waris, APHB, lelang
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08 Maret
2017

1. Bertugas meneliti berkas
BPHTB yang akan divalidasi.

2. Membubuhkan stempel pada
SSPD BPHTB setelah diteliti.

3. Meminta tandatangan Kepala
Bidang BPHTB .

4. Bertugas menginput data
register BPHTB

1. Dapat memahami  permasalahan
yang di hadapi saat
memverifikasi data. Seperti
permasalahan jual-beli, hibah,
waris, APHB, lelang.

2. Dapat memahami prosedur yang
dilakukan saat melakukan
verifikasi berkas yang diajukan
wajib pajak untuk di teliti
kebenarandata

09 Maret
2017

1. Bertugas mengurutkan
dokumen sebelum diteliti.

2. Bertugas meneliti berkas
BPHTB sebelum divalidasi.

3. Membubuhkan stempel pada
SSPD BPHTB.

4. Meminta tandatangan Kepala
Bidang BPHTB

5. Mengisi SSPD BPHTB wajib
pajak.

1.Dapat memahami prosedur yang
dilakukan saat melakukan
verifikasi berkas yang diajukan
wajib pajak untuk di teliti
kebenarandata

2.Dapat memahami  permasalahan
yang di hadapi saat memverifikasi
data. Seperti permasalahan jual-
beli, hibah, waris, APHB, lelang.

3.Dapat mengetahui tatacara
mengisi SSPD BPHTB.

10 Maret
2017

1.Bertugas mengurutkan
dokumen sebelum diteliti.

2.Bertugas meneliti berkas
BPHTB sebelum divalidasi.

3.Membubuhkan stempel pada
SSPD BPHTB.

4.Meminta tandatangan Kepala
Bidang BPHTB

1.Dapat memahami prosedur yang
dilakukan saat melakukan
verifikasi berkas yang diajukan
wajib pajak untuk di teliti
kebenarandata

2.Dapat memahami  permasalahan
yang di hadapi saat memverifikasi
data. Seperti permasalahan jual-
beli, hibah, waris, APHB, lelang.

13 Maret
2017

1. Bertugas mengurutkan
dokumen sebelum diteliti.

2. Bertugas meneliti berkas
BPHTB sebelum divalidasi.

3. Membubuhkan stempel pada
SSPD BPHTB.

4. Mempelajari perundang-
undangan khusus topik yang
akan dibuat sebagai bahan
Laporan Tugas Akhir .

5. Mempelajari dan bertanya -
tanya tentang pajak yang
dikelolah oleh Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten
Bondowoso.

1. Dapat memahami prosedur yang
dilakukan saat melakukan
verifikasi berkas yang diajukan
wajib pajak untuk di teliti
kebenarandata

2. Dapat memahami  permasalahan
yang di hadapi saat
memverifikasi data. Seperti
permasalahan jual-beli, hibah,
waris, APHB, lelang.

3. Mengetahui dasar hukum
perpajakan

4. Memperoleh data tentang
gambaran umum BPD
Kabupaten Bondowoso sebagai
bahan Laporan PKN
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14  Maret
2017

1.Bertugas mengurutkan
dokumen sebelum diteliti.

2.Bertugas meneliti berkas
BPHTB sebelum divalidasi.

3.Membubuhkan stempel pada
SSPD BPHTB.

4.Meminta tandatangan Kepala
Bidang BPHTB

1.Dapat memahami prosedur yang
dilakukan saat melakukan
verifikasi berkas yang diajukan
wajib pajak untuk di teliti
kebenarandata

2.Dapat memahami  permasalahan
yang di hadapi saat memverifikasi
data. Seperti permasalahan jual-
beli, hibah, waris, APHB, lelang

15 Maret
2017

1.Bertugas mengurutkan
dokumen sebelum diteliti.

2.Bertugas meneliti berkas
BPHTB sebelum divalidasi.

3.Membubuhkan stempel pada
SSPD BPHTB.

4.Meminta tandatangan Kepala
Bidang BPHTB

1.Dapat memahami prosedur yang
dilakukan saat melakukan
verifikasi berkas yang diajukan
wajib pajak untuk di teliti
kebenarandata

2.Dapat memahami  permasalahan
yang di hadapi saat memverifikasi
data. Seperti permasalahan jual-
beli, hibah, waris, APHB, lelang

16 Maret
2017

1.Bertugas mengurutkan
dokumen sebelum diteliti.

2.Bertugas meneliti berkas
BPHTB sebelum divalidasi.

3.Membubuhkan stempel pada
SSPD BPHTB.

4.Meminta tandatangan Kepala
Bidang BPHTB

1.Dapat memahami prosedur yang
dilakukan saat melakukan
verifikasi berkas yang diajukan
wajib pajak untuk di teliti
kebenarandata

2.Dapat memahami  permasalahan
yang di hadapi saat memverifikasi
data. Seperti permasalahan jual-
beli, hibah, waris, APHB, lelang

17 Maret
2017

1.Bertugas mengurutkan
dokumen sebelum diteliti.

2.Bertugas meneliti berkas
BPHTB sebelum divalidasi.

3.Membubuhkan stempel pada
SSPD BPHTB.

4.Meminta tandatangan Kepala
Bidang BPHTB

1.Dapat memahami prosedur yang
dilakukan saat melakukan
verifikasi berkas yang diajukan
wajib pajak untuk di teliti
kebenarandata

2.Dapat memahami  permasalahan
yang di hadapi saat memverifikasi
data. Seperti permasalahan jual-
beli, hibah, waris, APHB, lelang

20 Maret
2017

1.Bertugas mengurutkan
dokumen sebelum diteliti.

2.Bertugas meneliti berkas
BPHTB sebelum divalidasi.

3.Membubuhkan stempel pada
SSPD BPHTB.

4.Meminta tandatangan Kepala
Bidang BPHTB

1.Dapat memahami prosedur yang
dilakukan saat melakukan
verifikasi berkas yang diajukan
wajib pajak untuk di teliti
kebenarandata

2.Dapat memahami  permasalahan
yang di hadapi saat memverifikasi
data. Seperti permasalahan jual-
beli, hibah, waris, APHB, lelang
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21 Maret
2017

1. Menginput data register
BPHTB 2017.

1. Mengetahui sistem kerja di
bidang

Pelayanan BPHTB
22 Maret

2017
1. Menginput data register
BPHTB 2017.

1. Mengetahui sistem kerja di
bidang

Pelayanan BPHTB
23 Maret

2017
1.Bertugas mengurutkan

dokumen sebelum diteliti.
2.Bertugas meneliti berkas

BPHTB sebelum divalidasi.

1.Dapat memahami prosedur yang
dilakukan saat melakukan
verifikasi berkas yang diajukan
wajib pajak untuk di teliti
kebenarandata

2.Dapat memahami  permasalahan
yang di hadapi saat memverifikasi
data. Seperti permasalahan jual-
beli, hibah, waris, APHB, lelang

24 Maret
2017

1.Memberi nomor registrasi pada
SSPD BPHTB yang diregistrasi

1. Mengetahui sistem kerja di
bidang

Pelayanan BPHTB
25 Maret

2017
1.Bertugas mengurutkan

dokumen sebelum diteliti.
1.Dapat memahami prosedur yang

dilakukan saat melakukan
verifikasi berkas yang diajukan
wajib pajak untuk di teliti
kebenaran data

28 Maret
2017

1.Bertugas mengurutkan
dokumen sebelum diteliti.

2.Bertugas meneliti berkas
BPHTB sebelum divalidasi.

1.Dapat memahami prosedur yang
dilakukan saat melakukan
verifikasi berkas yang diajukan
wajib pajak untuk di teliti
kebenarandata

2.Dapat memahami  permasalahan
yang di hadapi saat memverifikasi
data. Seperti permasalahan jual-
beli, hibah, waris, APHB, lelang
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29 Maret
2017

1.Bertugas mengurutkan
dokumen sebelum diteliti.

2.Bertugas meneliti berkas
BPHTB sebelum divalidasi.

3.Membubuhkan stempel pada
SSPD BPHTB.

4.Mempelajari perundang-
undangan khusus topik yang
akan dibuat sebagai bahan
Laporan Tugas Akhir .
5.Mempelajari dan bertanya -

tanya tentang pajak yang
dikelolah oleh BadanPendapatan
Daerah Kabupaten Bondowoso.

1. Dapat memahami prosedur yang
dilakukan saat melakukan
verifikasi berkas yang diajukan
wajib pajak untuk di teliti
kebenarandata

2. Dapat memahami  permasalahan
yang di hadapi saat
memverifikasi data. Seperti
permasalahan jual-beli, hibah,
waris, APHB, lelang.

3. Mengetahui dasar hukum
perpajakan
4.Memperoleh data tentang

gambaran umum Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten
Bondowoso sebagai bahan
Laporan PKN

30 Maret
2017

1. Menginput data register
BPHTB 2017.

1.Mengetahui sistem kerja pada
Bidang Pelayanan BPHTB

31 Maret
2017

1. Menginput data register
BPHTB 2017

1. Mengetahui sistem kerja pada
Bidang Pelayanan BPHTB

03 April
2017

1. Menginput data register
BPHTB 2017

1. Mengetahui sistem kerja pada
Bidang Pelayanan BPHTB

04 April
2017

1.Bertugas mengurutkan
dokumen sebelum diteliti.
2. Bertugas meneliti berkas

BPHTB sebelum divalidasi.
3. Membubuhkan stempel pada

SSPD BPHTB.

1.Dapat memahami prosedur yang
dilakukan saat melakukan
verifikasi berkas yang diajukan
wajib pajak untuk di teliti
kebenaran data
2.Dapat memahami  permasalahan

yang di hadapi saat memverifikasi
data. Seperti permasalahan jual-
beli, hibah, waris, APHB, lelang.

05 April
2017

1.Bertugas mengurutkan
dokumen sebelum diteliti.
2.Bertugas meneliti berkas

BPHTB sebelum divalidasi.

1.Dapat memahami prosedur yang
dilakukan saat melakukan
verifikasi berkas yang diajukan
wajib pajak untuk di teliti
kebenarandata

2.Dapat memahami  permasalahan
yang di hadapi saat memverifikasi
data. Seperti permasalahan jual-
beli, hibah, waris, APHB, lelang.
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06 April
2017

1. Melengkapi data yang
diperlukan untuk  laporan PKN

2. Perpisahan dengan para staf
pegawai bidang  penetapan dan
verifikasi pada dinas
pendapatan daerah kabupaten
jember

1. Menambah kekurangan bahan
yang diperlukan sebagai
pembuatan laporan PKN

2. Selesai melaksanaka Praktek
Kerja Nyata.

3.Berterimakasih kepada seluruh
karyawan Badan Pendapatan
Daerah.

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Bondowoso 2017

3.2.4 Kegiatan Setelah Praktek KerjaNyata (PKN)

Setelah melakukan PKN pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bondowowso,  kegiatanselanjutnyayaitu:

a. Memberikan nilai hasil PKN, kepada bagian akademik untuk di entry, setelah

itu meminta file untuk pengajuan dosen pembimbing;

b. Menanyakan kepada dosen yang di tunjuk tentang kesanggupan untuk

membibing mengerjakan LaporanPKN;

c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan PKN ke akademik;

dan

d. Membuat laporan PKN.

3.3 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir

oleh penulis dengan  judul “Prosedur Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (Pada Badan Pendapatan Daerah

Bondowoso)”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis

ditempatkan pada bidang Pelayanan BPHTB. Adapun tugas dari Pelayanan

BPHTB adalah bertugas melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-

tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses

pengurangan BPHTB.
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3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis-jenis data menurut sumbernya, Data Primer : data primer adalah

data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung

dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat

berupa interview, observasi. Data Sekunder : data sekunder adalah data yang

diperoleh/ dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang

diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa

data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

Dalam Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini pengumpulan data laporan

menurut sumbernya Penulis menggunakan Data primer karena data yang

dikumpulkan oleh Penulis sendiri atau dirinya sendiri. Ini adalah data yang belum

pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode

waktu tertentu yaitu penulis melakukan wawancara langsung dengan Anis Safia

bagian pelayanan SSPD BPHTB. Pengumpulan data laporan menurut sumbernya

Penulis juga menggunakan Data sekunder karena data yang dikumpulkan oleh

orang lain, bukan Penulis itu sendiri. Data ini berasal dari penelitian lain yang

dilakukan oleh Badan Pendapatan Derah itu sendiri yaitu salah satu contohnya

penulis meminta data tentang Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan

Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2014 pada Tabel 1.1

yang penulis ambil langsung dari bagian Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

3.4.2 Sumber data

Penulis mendapatkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bondowoso pada Bidang Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau

Bngunan (BPHTB) tepatnya pada Anis Safia selaku bidang Pelayanan BPHTB

yang terjun secara langsung untuk menangani penelitian SSPD BPHTB dengan

meminta berkas SSPD BPHTB dan Formulir Penelitian SSPD BPHTB dan Kasie.

Intents. dan Ekstents BPHTB Ibu Erika Rachmawati. Selanjutnya Penulis
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mendapatkan data dari Bidang PAD untuk meminta data Realisasi Penerimaan

PAD Bondowoso.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini pengumpulan data laporan

menggunakan metode observasi yaitu dilakukan dengan cara mengamati dan

melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui langsung

keadaan yang sebenarnya terjadi (riil di lapangan). Selain itu juga dilakukan

interview atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan

khususnya dalam permasalahan mengenai BPHTB. Serta tidak lepas dari beberapa

panduan yang berupa buku-buku Undang Undang Perpajakan Khususnya tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Dearah serta sumber-sumber lainnya.
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pengamatan dan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang

diuraikan diatas tentang Prosedur Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (SSPD BPHTB) maka dapat

disimpulkan bahwa langkah yang dilakukan oleh petugas pelayanan BPHTB dalam

prosedur penelitian yang pertama wajib pajak selaku penerima hak menyiapkan

dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB, kedua wajib

pajak kemudian menyerakan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB dan

dokumen pendukung kepada fungsi pelayanan, ketiga fungsi pelayanan memeriksa

kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan dokumen pendukung SSPD

BPHTB, keempat fungsi pelayanan menyerahkan SSPD BPHTB lembar 1,2,3 kepada

wajib pajak dan lembar 4 sebagai arsip di pelayanan, kelima wajib pajak menerima

SSPD BPHTB lembar 1,2,3 dari fungsi pelayanan.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan penulis saat melakukan kegiatan Praktek Kerja

Nyata di Badan Pendapatan Daerah Bondowoso, penulis memberikan saran kepada

Badan Pendapatan Daerah Bondowoso antara lain:.

1. SSPD BPHTB yang telah ditandatangani tidak segera diinput sehingga

menyebabkan penumpukan berkas.

Setelah proses penelitian selesai dan SSPD BPHTB telah selesai divalidasi

harusnya petugas pelayanan segera menginput data register BPHTB. Supaya

tidak terjadi penumpukan berkas yang menyebabkan ruangan terlihat tidak rapi.

Dalam keseharian masa kerja apabila terdapat wajib pajak yang melaporkan

SSPD BPHTB walaupun hanya 5 orang dalam sehari dan telah selesai proses

penelitian sekaligus divalidasi hendaknya petugas segera memberikan nomor
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registrasi pada SSPD BPHTB dan segera menginputnya. Penginputan data yang

cepat juga dapat meringankan kerja petugas pelayanan.

2. SSPD BPHTB tidak segera diteliti.

Dalam keseharian apabila terdapat wajib pajak yang melaporkan SSPD BPHTB

pada Pelayanan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Bondowoso maka petugas

pelayanan segera meneliti berkas tersebut supaya wajib pajak tidak menunggu

terlalu lama.
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A.  Lampiran 1 Surat Pengantar Magang 
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B. Lampiran II Surat Ijin Magang 
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C. Lampiran III Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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D. Lampiran IV Surat Tugas Dosen Supervisi 
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E. Lampiran V Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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F. Lampiran VI Nilai Praktek Kerja Nyata 
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G. Lampiran VII Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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H. Daftar Kegiatan Bimbingan 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


I. Lampiran IX Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten Bondowoso 
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J. Lampiran XII Contoh Formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB 
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K. Lampiran XIII Contoh Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB 
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L. Lampiran XIV Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 
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M. Lampiran XV Foto Copy KTP 
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N. Lampiran XVI Foto Copy Akte  
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O. Lampiran XVII Sertifikat Tanah 
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P. Lampiran XVIII Surat Setoran Pajak (SSP) 
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Q. Lampiran XIX Perhitungan BPHTB dalam Formulir SSPD 

A. BPHTB terutang 
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B. BPHTB Progresif 
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C. BPHTB Nihil 
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D. BPHTB Waris 
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R. Lampiran XX Peraturan Bupati Bondowoso No.15 Tahun 2010 Pasal 71-80
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